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Latar Belakang Sejarah Kecamatan
Kecamatan adalah salah satu bentuk pembagian wilayah administratif di
Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota. Secara historis,
konsep kecamatan telah berkembang sejak masa kolonial Belanda.
Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah
administratif ke dalam beberapa tingkat, termasuk "onderdistrict" yang
kemudian menjadi cikal bakal kecamatan. Setelah kemerdekaan,
Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan
struktur pemerintahan daerahnya, termasuk pembentukan kecamatan
sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi.
Dalam perkembangannya, kecamatan mengalami berbagai perubahan,
baik dalam hal peran maupun kewenangan. Pada awalnya, kecamatan
hanya berfungsi sebagai wilayah administrasi tanpa memiliki
kewenangan besar dalam pemerintahan. Namun, seiring berjalannya
waktu, peran camat semakin diperkuat sebagai bagian dari perangkat
daerah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan
publik.

Kedudukan Camat dalam Struktur Pemerintahan
Camat memiliki peran unik dibandingkan dengan kepala instansi
pemerintahan lainnya di kecamatan. Meskipun camat adalah kepala
wilayah kerja kecamatan, ia tidak memiliki daerah kewenangan dalam
arti pemerintahan otonom seperti bupati atau wali kota. 
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CHAPTER I
Sejarah Penamaan Kecamatan
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Sebagai bagian dari perangkat daerah, camat memiliki kekhususan
dalam mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Camat harus
mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya, menciptakan
stabilitas politik dan ekonomi, serta menjaga ketertiban wilayah.
Dengan demikian, camat tidak hanya berperan sebagai administrator
pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin yang menjaga harmoni
dan kesejahteraan masyarakat di kecamatan.
Filosofi Pemerintahan Kecamatan
Secara filosofis, keberadaan kecamatan perlu diperkuat dalam
berbagai aspek, termasuk sarana prasarana, sistem administrasi,
keuangan, dan kewenangan dalam bidang pemerintahan. Kecamatan
memegang posisi strategis sebagai perpanjangan tangan dari
pemerintah kabupaten atau kota dalam menjalankan fungsi
pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam menjalankan tugasnya, camat mendapatkan kewenangan dari
dua sumber utama, yaitu:

Tugas Umum Pemerintahan – Meliputi fungsi koordinasi
pemerintahan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, serta
pelaksanaan kebijakan daerah.
Kewenangan yang Dilimpahkan – Camat mendapatkan
kewenangan tertentu dari bupati atau wali kota dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah, termasuk administrasi
kependudukan dan pelayanan publik lainnya.
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Namun, camat bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pemerintahan umum
di kecamatan, termasuk koordinasi
dengan berbagai instansi
pemerintahan, penegakan peraturan
perundang-undangan, serta pembinaan
terhadap pemerintahan desa dan
kelurahan.
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Karena peranannya yang sangat penting
dalam sistem pemerintahan daerah, camat
juga memiliki tanda jabatan khusus yang
menandakan posisinya sebagai perwakilan
bupati atau wali kota di tingkat kecamatan.

Sejarah penamaan dan perkembangan
kecamatan menunjukkan bahwa peran camat
bukan sekadar administratif, tetapi juga
strategis dalam pemerintahan daerah.
Kecamatan merupakan bagian penting dari
sistem pemerintahan yang memastikan
kebijakan daerah dapat dijalankan hingga ke
tingkat masyarakat. Oleh karena itu,
penguatan peran camat dalam berbagai
aspek sangat diperlukan agar kecamatan
dapat menjalankan fungsinya secara optimal
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

CHAPTER II
Perubahan Peraturan tentang Kecamatan dari masa ke masa

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan di Indonesia telah
mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini
mencerminkan dinamika dalam sistem pemerintahan daerah,
khususnya terkait dengan pelimpahan kewenangan, tugas, serta
fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan
pelayanan masyarakat.
Secara legalistik, kecamatan diatur dalam berbagai Peraturan
Pemerintah yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
pemerintahan daerah. 
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Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan
kewenangan dari bupati atau wali kota untuk menjalankan fungsi
pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Selain
itu, camat juga bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota
melalui sekretaris daerah kabupaten/kota dalam aspek
administratif.

Perubahan Status Kecamatan dalam Sistem Pemerintahan
Salah satu perubahan paling mendasar dalam regulasi tentang
kecamatan adalah pergeseran dari asas dekonsentrasi ke
desentralisasi.

Sebelumnya, kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam
kerangka asas dekonsentrasi, yang berarti kecamatan hanya
menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat tanpa
kewenangan otonom.
Saat ini, kecamatan telah berubah menjadi perangkat daerah
yang beroperasi dalam kerangka asas desentralisasi. Dengan
perubahan ini, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan
lebih besar dari bupati/wali kota dan memiliki tanggung jawab
yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan di tingkat
kecamatan.

Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan dari Masa ke Masa
Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah,
peraturan yang mengatur kecamatan telah mengalami beberapa
kali perubahan dan penyempurnaan. Berikut adalah beberapa
regulasi utama yang pernah berlaku:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Kecamatan

Merupakan salah satu tonggak penting dalam pengaturan
pemerintahan kecamatan di Indonesia.
Meskipun sudah tidak berlaku, substansinya memberikan
gambaran tentang peran dan fungsi kecamatan dalam sistem
pemerintahan daerah pada saat itu.
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Menggantikan PP No. 45 Tahun 1992 yang dianggap tidak lagi
relevan dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah.
Mengatur secara lebih rinci tugas, fungsi, dan susunan
organisasi kecamatan.
Memberikan kewenangan lebih besar kepada camat dalam
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pelayanan
publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Penyempurnaan dari PP No. 19 Tahun 2008 untuk
menyesuaikan dengan perkembangan desentralisasi dan
otonomi daerah.
Mengatur kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota
sekaligus penyelenggara pemerintahan umum di wilayahnya.
Menegaskan bahwa camat memiliki peran strategis dalam
koordinasi pemerintahan, penegakan hukum, serta pembinaan
desa dan kelurahan.

Dampak Perubahan Regulasi terhadap Penyelenggaraan
Kecamatan
Perubahan dalam regulasi kecamatan membawa dampak besar
terhadap sistem pemerintahan daerah, antara lain:

Peningkatan Kewenangan Kecamatan
Dengan asas desentralisasi, kecamatan kini memiliki peran
lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan daerah.
Camat dapat lebih mandiri dalam menjalankan kebijakan
daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat.

Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan
Camat bertanggung jawab langsung kepada bupati/wali
kota, sehingga kinerja kecamatan lebih transparan dan
akuntabel.
Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya menjadi lebih
terstruktur.
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Penguatan Fungsi Pelayanan Publik

Kecamatan kini berperan lebih aktif dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Kualitas pelayanan publik di kecamatan semakin
ditingkatkan seiring dengan kebijakan otonomi daerah.

Peraturan tentang kecamatan terus
mengalami penyempurnaan untuk
menyesuaikan dengan perkembangan
zaman dan kebutuhan masyarakat.
Transformasi dari asas dekonsentrasi ke
desentralisasi menandai peningkatan peran
kecamatan dalam pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan harus dilakukan
secara transparan, akuntabel, dan
partisipatif guna mendukung tujuan
pembangunan daerah yang lebih efektif dan
efisien.

CHAPTER III
Pertumbuhan jumlah Kecamatan 10 tahun terakhir

Pertumbuhan jumlah kecamatan di Indonesia merupakan cerminan
dari perkembangan administrasi pemerintahan daerah.
Penambahan kecamatan biasanya terjadi karena faktor pemekaran
wilayah, pertumbuhan jumlah penduduk, serta peningkatan
kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah kecamatan di
Indonesia terus bertambah, yang mencerminkan dinamika
pemerintahan daerah dan kebijakan desentralisasi yang terus
berkembang.
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Tren Pertumbuhan Jumlah Kecamatan (2015–2023)
Berdasarkan data, berikut adalah perkembangan jumlah kecamatan
di Indonesia selama 10 tahun terakhir:
Analisis Tren Pertumbuhan

Peningkatan Bertahap
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2023, jumlah kecamatan
bertambah dari 7.071 menjadi 7.288, atau meningkat
sebanyak 217 kecamatan dalam 9 tahun.
Rata-rata peningkatan jumlah kecamatan adalah sekitar 24
kecamatan per tahun.

Pemekaran Wilayah sebagai Faktor Utama
Pemekaran kecamatan sering terjadi di daerah dengan
jumlah penduduk yang tinggi atau wilayah yang luas, untuk
mempercepat pelayanan publik.
Faktor lain seperti otonomi daerah dan tuntutan masyarakat
setempat juga menjadi pendorong utama.

Jumlah Kecamatan per Provinsi
Jumlah kecamatan di setiap
provinsi berbeda-beda,
tergantung pada luas
wilayah, jumlah penduduk,
serta kebijakan pemerintah
daerah dalam melakukan
pemekaran wilayah. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kecamatan
Beberapa faktor utama yang menyebabkan bertambahnya jumlah
kecamatan di Indonesia meliputi:

Pemekaran Wilayah
Pemekaran dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik
di wilayah yang luas atau memiliki jumlah penduduk yang
besar.
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Biasanya terjadi di provinsi dengan pertumbuhan penduduk
tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Kebijakan Otonomi Daerah
Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki
kewenangan lebih besar untuk mengatur dan membentuk
kecamatan baru sesuai kebutuhan masyarakat.

Peningkatan Kebutuhan Administrasi dan Pelayanan Publik
Pemerintah daerah sering membentuk kecamatan baru
untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan
dan pelayanan publik.

Perkembangan Infrastruktur dan Ekonomi
Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan
infrastruktur cenderung memiliki kecamatan baru untuk
mendukung tata kelola wilayah yang lebih baik.

Jumlah kecamatan di Indonesia mengalami peningkatan yang stabil
dalam 10 tahun terakhir, dari 7.071 kecamatan pada tahun 2015
menjadi 7.288 kecamatan pada tahun 2023. Pertumbuhan ini
didorong oleh pemekaran wilayah, otonomi daerah, dan
meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.
Setiap provinsi memiliki jumlah kecamatan yang bervariasi
tergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduknya.
Pemerintah daerah terus menyesuaikan kebijakan agar
pertumbuhan jumlah kecamatan selaras dengan peningkatan
kualitas layanan kepada masyarakat.
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CHAPTER IV
Asal kata camat dan Filosofi nya

Istilah "camat" dan "kecamatan" merupakan bagian penting dari
struktur pemerintahan di Indonesia. Namun, sebelum istilah ini
digunakan secara luas, wilayah administratif di bawah kabupaten
atau kota memiliki berbagai sebutan yang berbeda, tergantung
pada periode waktu dan daerahnya. Perubahan istilah ini tidak
hanya mencerminkan evolusi sistem pemerintahan, tetapi juga
mengandung filosofi yang berkaitan dengan peran camat dalam
masyarakat.

Sebelum istilah kecamatan digunakan secara resmi, berbagai istilah
administratif telah digunakan untuk menyebut wilayah di bawah
kabupaten atau kota.
Masa Kolonial Belanda
Pada era penjajahan Belanda, wilayah administratif setingkat
kecamatan memiliki beberapa istilah:

Onderdistrik1.
Digunakan sebagai istilah resmi untuk menyebut wilayah
administratif di bawah kabupaten atau kota.
Wilayah ini biasanya dipimpin oleh seorang assistent
resident atau wedana, yang bertanggung jawab langsung
kepada bupati.

Kawedanan2.
Istilah yang lebih banyak digunakan di Pulau Jawa.
Kawedanan mencakup wilayah yang lebih luas dibandingkan
onderdistrik dan dipimpin oleh seorang wedana, yang
memiliki peran serupa dengan camat saat ini.
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Setelah Kemerdekaan Indonesia
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya menyeragamkan
sistem administrasi, namun beberapa daerah masih
mempertahankan istilah yang sudah lama digunakan. Beberapa
contoh:

Distrik
Masih digunakan di Papua hingga saat ini.
Memiliki fungsi serupa dengan kecamatan dan dipimpin
oleh seorang kepala distrik.

Kapanewon (DI Yogyakarta)
Digunakan di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan
Kulonprogo.
Dipimpin oleh seorang panewu, yang memiliki tugas seperti
camat dalam pemerintahan modern.

Kemantren (DI Yogyakarta)
Digunakan di Kota Yogyakarta.
Dipimpin oleh seorang mantri pamong praja, yang
bertanggung jawab terhadap administrasi pemerintahan di
tingkat bawah.

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia,
istilah "kecamatan" akhirnya menjadi standar yang digunakan
secara nasional untuk merujuk pada wilayah administratif di bawah
kabupaten atau kota.

Filosofi di Balik Peran Camat
Sebagai pejabat pemerintahan yang memimpin kecamatan, camat
memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan publik dan
pembangunan wilayah. 
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Filosofi di balik jabatan camat dapat diuraikan dalam beberapa
prinsip berikut:

Pemimpin yang Dekat dengan Masyarakat
Camat merupakan ujung tombak pemerintahan yang
langsung berhadapan dengan masyarakat.
Filosofinya adalah "Pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi
untuk melayani."

Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
Camat bertindak sebagai perantara antara pemerintah
kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat kecamatan.
Mereka harus memahami aspirasi warga dan
menyampaikan kebijakan pemerintah dengan baik.

Simbol Keseimbangan dan Keadilan
Dalam sistem administrasi, camat berperan sebagai
penengah dalam berbagai kepentingan masyarakat.
Filosofinya mencerminkan nilai keadilan, di mana setiap
kebijakan yang diterapkan harus mengakomodasi
kepentingan semua pihak.

Pemimpin yang Adaptif terhadap Perubahan
Sejarah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di tingkat
kecamatan telah mengalami banyak perubahan.
Camat harus memiliki sifat fleksibel, mampu beradaptasi
dengan perkembangan zaman, dan selalu berinovasi untuk
meningkatkan pelayanan publik.

Istilah "camat" dan "kecamatan" lahir dari perkembangan sejarah
panjang sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum standarisasi
istilah ini, berbagai sebutan seperti onderdistrik, kawedanan, distrik,
kapanewon, dan kemantren telah digunakan di berbagai daerah.
Filosofi di balik peran camat mencerminkan tugas mereka sebagai
pemimpin yang dekat dengan masyarakat, menjadi jembatan
antara rakyat dan pemerintah, serta simbol keseimbangan dan
keadilan. Dengan perkembangan pemerintahan yang terus
berjalan, camat diharapkan tetap adaptif dan inovatif dalam
menghadapi tantangan zaman.
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Kedudukan Camat
Camat merupakan pejabat pemerintah yang memimpin suatu
kecamatan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada
bupati atau wali kota. Kedudukan camat sebagai perangkat daerah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kecamatan
merupakan bagian dari wilayah administrasi kabupaten atau kota.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, camat memiliki
wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan umum,
pelayanan publik, serta koordinasi dan pembinaan pemerintahan di
tingkat kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, camat juga
bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, TNI,
serta organisasi masyarakat.

Tugas Pokok Camat
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tugas pokok camat adalah
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati atau wali kota guna meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Secara
umum, tugas pokok camat mencakup:

12
CHAPTER V

Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi
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1. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum, seperti pemeliharaan
ketertiban dan ketenteraman masyarakat, koordinasi dengan
instansi vertikal, serta pelaksanaan kebijakan daerah di tingkat
kecamatan.

2. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk
administrasi kependudukan, perizinan tertentu, dan pelayanan
sosial lainnya.

3. Koordinasi dengan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kecamatan,
termasuk aparatur kelurahan dan desa di bawah wilayahnya.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati atau wali kota
sesuai dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-
undangan.

Fungsi Camat
Dalam menjalankan tugasnya, camat memiliki beberapa fungsi
utama yang mencakup berbagai aspek pemerintahan, pelayanan,
dan pembangunan di kecamatan. Fungsi camat meliputi:
1. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di
kecamatan
Menyusun rencana pembangunan kecamatan berdasarkan aspirasi
masyarakat.
Mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar sesuai
dengan kebijakan daerah.
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2. Penyelenggaraan pemerintahan
Membantu pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan di
tingkat kecamatan.
Memastikan pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan nasional
berjalan efektif.

3. Pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan
Memberikan arahan kepada kepala desa dan lurah dalam
melaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.
Mengawasi penggunaan dana desa dan program pembangunan
desa.

4. Pelayanan masyarakat
Memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP,
KK, dan akta kelahiran.
Memfasilitasi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial di kecamatan.

5. Ketertiban dan keamanan
Berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk menjaga
keamanan masyarakat.
Mengatasi permasalahan sosial, seperti konflik antarwarga dan
bencana alam.

6. Koordinasi dengan berbagai pihak
Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan
organisasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.
Mengkomunikasikan kebijakan daerah kepada masyarakat agar
tercipta sinergi dalam pembangunan.
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Camat memiliki peran strategis
dalam pemerintahan daerah,
terutama dalam menjembatani
kebijakan pemerintah
kabupaten/kota dengan
masyarakat di tingkat
kecamatan. Dengan tugas
pokok dan fungsi yang luas,
camat tidak hanya berperan
sebagai administrator
pemerintahan tetapi juga
sebagai pemimpin yang
mengoordinasikan
pembangunan dan pelayanan
publik di wilayahnya. Oleh
karena itu, efektivitas kinerja
camat sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan
dan kesejahteraan masyarakat
di tingkat kecamatan.

15

CHAPTER VI
Problematika yang di hadapi camat
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Sebagai pemimpin di tingkat kecamatan, camat memiliki tanggung
jawab besar dalam memastikan pelayanan publik yang optimal,
menjaga stabilitas sosial, serta menjalankan kebijakan dari
pemerintah daerah dan pusat. Namun, dalam menjalankan
tugasnya, camat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.
Problematika yang dihadapi camat dapat berasal dari keterbatasan
sumber daya, koordinasi dengan berbagai pihak, hingga tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi.
1. Keterbatasan Sumber Daya
Salah satu tantangan utama yang dihadapi camat adalah
keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja,
maupun infrastruktur.

Anggaran: Alokasi anggaran yang terbatas sering menjadi
kendala dalam melaksanakan program pembangunan dan
pelayanan publik yang efektif.
Personil: Jumlah pegawai di kecamatan sering kali tidak
mencukupi untuk menangani berbagai tugas administrasi dan
pelayanan masyarakat.
Infrastruktur: Fasilitas umum di beberapa kecamatan masih
minim, seperti jalan rusak, keterbatasan sarana transportasi,
dan fasilitas publik yang kurang memadai.

2. Koordinasi dan Komunikasi
Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah
kabupaten/kota dengan desa/kelurahan di bawahnya. Namun,
koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif sering kali menjadi
hambatan.

Internal: Koordinasi antara camat dengan staf kecamatan dan
kepala desa/lurah dapat mengalami hambatan akibat birokrasi
atau kurangnya keterbukaan informasi.
Eksternal: Kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan instansi
pemerintahan lain, baik di tingkat kabupaten/kota maupun
provinsi, dapat memperlambat penyelesaian masalah.
Masyarakat: Camat juga perlu memastikan komunikasi yang
efektif dengan masyarakat.
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3. Tantangan Sosial dan Budaya
Masyarakat di setiap kecamatan memiliki karakteristik sosial dan
budaya yang berbeda. Camat harus mampu memahami dan
mengelola keberagaman ini.

Keragaman Masyarakat: Setiap kecamatan memiliki
keberagaman etnis, agama, dan budaya yang perlu dikelola
dengan baik untuk mencegah gesekan sosial.
Konflik Sosial: Perselisihan antarwarga, konflik lahan, dan
masalah sosial lainnya sering kali muncul dan membutuhkan
peran camat sebagai mediator.
Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan
bukanlah hal yang mudah, terutama jika ada ketidakpercayaan
terhadap pemerintah.

4. Tuntutan dan Harapan Masyarakat
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-
haknya, camat sering kali dihadapkan pada tuntutan yang tinggi
terkait pelayanan publik dan pembangunan.

Pelayanan Publik: Masyarakat mengharapkan pelayanan yang
cepat, efisien, dan bebas dari pungutan liar.
Pembangunan: Warga ingin pemerataan pembangunan di
seluruh wilayah kecamatan, termasuk di daerah terpencil.
Aspirasi: Camat harus mampu menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah agar kebijakan
yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.
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5. Netralitas dan Profesionalisme
Sebagai pejabat pemerintah, camat harus menjaga netralitas dalam
berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan politik dan
kepentingan kelompok tertentu.

Politik: Camat sering kali mendapat tekanan politik dari berbagai
pihak, terutama saat pemilihan kepala daerah atau pemilu
legislatif.
Tugas Ganda: Selain tugas administrasi, camat juga sering
diminta menjadi juru bicara atau mediator dalam berbagai isu
sosial dan politik di daerahnya.

6. Perubahan Regulasi dan Kebijakan
Peraturan yang sering berubah menjadi tantangan tersendiri bagi
camat dalam menjalankan tugasnya.

Regulasi yang Dinamis: Kebijakan pemerintah dapat berubah
sewaktu-waktu, sehingga camat harus selalu beradaptasi.
Interpretasi Peraturan: Perbedaan interpretasi terhadap
peraturan dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam
implementasi kebijakan di tingkat kecamatan.

7. Pengawasan dan Akuntabilitas
Kinerja camat diawasi oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah
daerah maupun masyarakat.

Pengawasan dari Atasan: Camat harus melaporkan kinerja dan
penggunaan anggaran kepada bupati/walikota.
Pengawasan dari Masyarakat: Warga kini semakin aktif
mengawasi kerja camat, termasuk melalui media sosial dan
berbagai forum diskusi publik.

8. Kondisi Geografis dan Bencana Alam
Tidak semua kecamatan memiliki aksesibilitas yang baik, terutama
yang berada di daerah terpencil atau rawan bencana.

Wilayah Luas: Kecamatan dengan wilayah luas dan medan sulit
dapat menyulitkan distribusi pelayanan publik.
Aksesibilitas: Infrastruktur jalan yang buruk atau letak geografis
yang sulit dijangkau dapat menghambat mobilitas camat dan
perangkatnya.
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Bencana Alam: Camat harus memiliki kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa
bumi, serta menangani dampaknya terhadap masyarakat.

9. Urusan Administrasi yang Kompleks
Beban administratif yang tinggi sering menjadi tantangan bagi
camat dalam menjalankan tugasnya.

Dokumen dan Laporan: Banyaknya laporan yang harus dibuat,
mulai dari keuangan hingga laporan pembangunan, sering kali
menyita waktu dan tenaga.
Sistem Informasi: Penggunaan teknologi dalam administrasi
pemerintahan belum merata, sehingga camat masih
menghadapi kesulitan dalam pengelolaan data secara efisien.

10. Inovasi dan Adaptasi terhadap Perubahan
Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang lebih modern dan
inovatif semakin meningkat.

Tuntutan Inovasi: Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih
efisien, seperti sistem administrasi berbasis digital.
Adaptasi: Camat harus cepat beradaptasi dengan
perkembangan zaman dan menerapkan kebijakan yang inovatif
dalam mengatasi masalah di kecamatan.
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Problematika yang dihadapi camat sangat kompleks
dan beragam. Dari keterbatasan sumber daya,
tantangan sosial, hingga tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi, camat dituntut untuk memiliki
kemampuan manajerial, komunikasi, dan
kepemimpinan yang kuat. Kemampuan camat dalam
mengatasi permasalahan ini akan sangat
menentukan keberhasilan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas,
dukungan regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif
dari masyarakat menjadi kunci dalam membantu
camat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
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CHAPTER VII

Langkah strategis Camat

Setelah memahami berbagai problematika yang dihadapi camat
dalam menjalankan tugasnya, diperlukan langkah-langkah strategis
untuk mengatasi tantangan tersebut. Seorang camat harus mampu
berpikir proaktif, inovatif, dan membangun kolaborasi dengan
berbagai pihak demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
pembangunan di tingkat kecamatan.

1. Peningkatan Kapasitas Diri dan Staf
Agar kecamatan dapat beroperasi secara optimal, camat dan staf
kecamatan perlu memiliki kompetensi yang terus berkembang.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:

Pelatihan dan Pengembangan: Mengikuti berbagai program
pelatihan dalam bidang kepemimpinan, manajemen,
komunikasi, dan administrasi pemerintahan.
Pendidikan Lanjutan: Mendorong staf kecamatan untuk
meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal maupun
non-formal.
Mentoring dan Pendampingan: Camat dapat memberikan
bimbingan langsung kepada staf untuk meningkatkan kapasitas
kerja mereka.

2. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi
Koordinasi dan komunikasi yang baik sangat penting untuk
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Upaya
yang dapat dilakukan antara lain:

Membangun Jaringan: Camat harus menjalin komunikasi aktif
dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh
lokal.
Forum Komunikasi Rutin: Mengadakan pertemuan berkala
dengan staf kecamatan, kepala desa/lurah, dan masyarakat
untuk membahas permasalahan yang ada.
Meningkatkan Transparansi: Penyampaian informasi yang jelas
kepada masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pemerintahan kecamatan.
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3. Optimalisasi Sumber Daya
Dengan keterbatasan anggaran dan infrastruktur, camat harus
mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Beberapa
strategi yang dapat diterapkan:

Mencari Sumber Pendanaan Alternatif: Membangun kerja sama
dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendukung
program pembangunan.
Efisiensi Anggaran: Mengalokasikan anggaran dengan tepat
sasaran agar memberikan manfaat yang maksimal bagi
masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk aktif
berpartisipasi dalam program pembangunan, baik dalam
bentuk tenaga maupun ide.

4. Peningkatan Pelayanan Publik
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan
harus memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan
berkualitas. Langkah-langkah strategisnya antara lain:

Inovasi Pelayanan: Mengembangkan layanan berbasis teknologi
untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan
kecamatan.
Standarisasi Layanan: Menetapkan standar layanan yang jelas
agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama di seluruh
wilayah kecamatan.
Evaluasi Berkala: Melakukan peninjauan secara rutin terhadap
efektivitas pelayanan publik yang diberikan.
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5. Penanganan Konflik dan Keamanan Wilayah
Sebagai pemimpin wilayah, camat harus mampu meredam potensi
konflik sosial serta menjaga stabilitas keamanan. Langkah-langkah
yang dapat diterapkan meliputi:

Deteksi Dini Potensi Konflik: Melakukan pemetaan terhadap isu-
isu yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.
Mediasi dan Diplomasi: Berperan sebagai mediator dalam
menyelesaikan konflik antarwarga maupun antara warga
dengan pemerintah.
Bekerjasama dengan Aparat Keamanan: Berkoordinasi dengan
kepolisian dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban di
wilayah kecamatan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Keberhasilan program pembangunan kecamatan sangat
bergantung pada keterlibatan masyarakat. Beberapa cara untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain:

Sosialisasi Program: Mengedukasi masyarakat mengenai
rencana pembangunan dan kebijakan kecamatan.
Musyawarah Bersama: Mengadakan forum diskusi terbuka agar
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan
mereka.
Pemberdayaan Komunitas: Mendorong inisiatif masyarakat
dalam mengelola program pembangunan berbasis komunitas.
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7. Pemanfaatan Teknologi Digital
Di era digital, penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat
proses administrasi dan pelayanan publik. Beberapa inovasi yang
dapat diterapkan adalah:

Sistem Informasi Digital: Mengembangkan platform berbasis
digital untuk layanan administrasi dan pengaduan masyarakat.
Pemanfaatan Media Sosial: Camat dapat menggunakan media
sosial sebagai alat komunikasi efektif dengan masyarakat.
Aplikasi Pelayanan Publik: Menggunakan aplikasi khusus untuk
mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kecamatan.

8. Kepemimpinan yang Efektif
Sebagai pemimpin, camat harus memiliki kemampuan manajerial
yang baik dan mampu memotivasi timnya. Ciri kepemimpinan yang
perlu diterapkan:

Visioner: Memiliki visi pembangunan yang jelas dan strategis
untuk wilayah kecamatan.
Inspiratif: Mampu menjadi panutan dan memberi dorongan
semangat kepada staf dan masyarakat.
Komunikatif: Mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada
berbagai kalangan masyarakat.

9. Evaluasi Kinerja Secara Berkala
Agar penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berjalan dengan
optimal, diperlukan sistem evaluasi kinerja yang jelas. Langkah-
langkah yang bisa diambil:

Penyusunan Indikator Kinerja: Menentukan parameter yang
jelas untuk mengukur keberhasilan program kecamatan.
Peningkatan Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap kebijakan
dan program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Feedback Masyarakat: Menyediakan mekanisme bagi
masyarakat untuk memberikan umpan balik mengenai kinerja
kecamatan.
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10. Membangun Kemitraan Strategis
Kolaborasi dengan berbagai pihak dapat memperkuat
pembangunan kecamatan. Bentuk kemitraan yang bisa dilakukan
meliputi:

Kerjasama dengan Sektor Swasta: Menggandeng perusahaan
untuk berkontribusi dalam program sosial dan pembangunan
kecamatan.
Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menjalin
kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dalam
menangani isu-isu sosial dan lingkungan.
Sinergi dengan Akademisi: Melibatkan perguruan tinggi dan
lembaga riset dalam merancang kebijakan berbasis data dan
penelitian.
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Untuk menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seorang
camat harus memiliki strategi yang tepat dalam menjalankan
tugasnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kepemimpinan yang
kuat, dan kerja sama dengan berbagai pihak, camat dapat
meningkatkan kinerja kecamatan dan memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan seorang camat tidak
hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada
kemampuannya dalam menginspirasi, beradaptasi, dan
membangun sinergi yang baik dengan semua pemangku
kepentingan.
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Dalam menghadapi tantangan pemerintahan di tingkat kecamatan,
para camat di seluruh Indonesia telah mengembangkan berbagai
inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberdayakan
masyarakat. Inovasi-inovasi ini mencakup berbagai bidang, seperti
lingkungan hidup, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan
ketertiban. Keberhasilan inovasi ini bergantung pada sinergi antara
pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan
lainnya.

Inovasi di Bidang Lingkungan Hidup
a. Pengelolaan Sampah
 Beberapa kecamatan telah menginisiasi program bank sampah
yang memungkinkan masyarakat menukar sampah dengan uang
atau barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, program daur ulang
dan penyediaan tempat sampah di lokasi strategis juga diterapkan
untuk meningkatkan kesadaran kebersihan.
b. Penghijauan Wilayah
 Program penanaman pohon di sepanjang jalan, taman kota, dan
lahan kosong menjadi salah satu inovasi camat untuk menciptakan
lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
c. Konservasi Lingkungan
 Sejumlah kecamatan fokus pada upaya pelestarian lingkungan,
seperti menjaga kebersihan sungai, menggalakkan program "Adopsi
Pohon" untuk penghijauan, serta melakukan kampanye peduli
lingkungan secara rutin.
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Inovasi di Bidang Sosial
a. Program Penanganan Kemiskinan
 Para camat berinovasi dengan memberikan bantuan modal usaha
bagi masyarakat prasejahtera, menyelenggarakan pelatihan
keterampilan berbasis kebutuhan pasar, serta meluncurkan
program rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu.
b. Pemberdayaan Perempuan
 Beberapa kecamatan aktif mengadakan pelatihan kewirausahaan
bagi perempuan, serta menyediakan akses pendidikan dan layanan
kesehatan khusus bagi kaum perempuan.
c. Akses untuk Disabilitas
 Camat di beberapa daerah menyediakan fasilitas ramah disabilitas,
termasuk jalur khusus, layanan pendampingan, serta pelatihan
kerja bagi penyandang disabilitas.

Inovasi di Bidang Pendidikan
a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
 Sejumlah kecamatan telah menyelenggarakan pelatihan bagi guru,
memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, serta membangun
fasilitas pendidikan yang lebih memadai untuk meningkatkan akses
pendidikan bagi masyarakat.
b. Pendidikan Karakter
 Program ekstrakurikuler, seminar, dan workshop tentang
pendidikan karakter menjadi salah satu inovasi untuk membentuk
generasi muda yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Inovasi di Bidang Kesehatan
a. Peningkatan Layanan Kesehatan
 Banyak kecamatan telah membangun puskesmas atau posyandu,
menyediakan layanan ambulans gratis, serta mengadakan program
pencegahan penyakit secara berkala bagi masyarakat.
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b. Program Penanganan Stunting
 Beberapa camat memiliki program khusus dalam menangani
stunting, seperti pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi
gizi untuk ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang anak-
anak balita.

Inovasi di Bidang Keamanan dan Ketertiban
a. Program Keamanan Lingkungan
 Para camat bekerja sama dengan masyarakat dalam mengaktifkan
pos ronda, memasang CCTV di area rawan, serta membangun
komunikasi yang erat dengan pihak kepolisian untuk menjaga
keamanan lingkungan.
b. Penanganan Bencana
 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi prioritas di
beberapa kecamatan. Program pelatihan evakuasi, penyediaan
tempat pengungsian, serta bantuan logistik untuk korban bencana
telah diimplementasikan untuk mengurangi dampak bencana bagi
masyarakat.
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Contoh Inovasi Camat di Seluruh Indonesia
Berikut adalah beberapa contoh nyata inovasi camat di berbagai
daerah di Indonesia:
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"Jonguk Desa" (Kampar Kiri Hilir)
Program yang bertujuan
mengoordinasikan pemberdayaan
masyarakat, keamanan dan
ketertiban, serta peningkatan layanan
kesehatan dan pendidikan di desa.

Pelayanan "JEMPOL DILAN"
(Ngawen)
Layanan jemput bola bagi
penyandang disabilitas dan lansia
untuk memastikan mereka tetap
mendapatkan akses pelayanan publik
yang optimal.

Program KEPING (Banjarbaru
Utara)

Program pencegahan stunting yang
melibatkan berbagai pihak dalam
pemberian makanan tambahan dan
edukasi gizi bagi anak-anak.

Inovasi yang dilakukan oleh para camat di seluruh Indonesia
menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan inovasi ini sangat
bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Dengan
sinergi dan kolaborasi yang baik, inovasi-inovasi ini dapat
berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas.
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Forum Camat Seluruh Indonesia (FORCASI) telah beberapa kali
menyampaikan berbagai usulan kepada Kementerian Dalam Negeri
dalam upaya memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak
pemerintahan di tingkat lokal. Usulan-usulan ini mencerminkan
kebutuhan nyata di lapangan serta aspirasi para camat untuk
meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan. Berikut adalah rangkuman usulan yang diajukan
oleh FORCASI:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan
Agar kecamatan dapat berfungsi lebih optimal, FORCASI
mengusulkan:

Status Hukum yang Lebih Jelas: Kecamatan sebaiknya memiliki
status hukum yang lebih kuat agar memiliki kewenangan yang
lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
lokal.
Peningkatan Anggaran: Alokasi anggaran untuk kecamatan
perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan program
pembangunan dan pelayanan publik dengan lebih efektif.
Penambahan Personil: Jumlah staf kecamatan perlu ditambah
untuk menangani tugas-tugas yang semakin kompleks.

29

CHAPTER IX
Rangkuman Usulan camat seluruh indonesia



#BanggaJadiCamat

2. Peningkatan Peran Camat
Untuk memperjelas dan memperkuat peran camat dalam
pemerintahan, FORCASI mengajukan beberapa usulan:

Kewenangan yang Lebih Jelas: Camat perlu memiliki wewenang
yang lebih kuat agar dapat mengambil keputusan yang lebih
efektif.
Koordinasi yang Lebih Baik: Camat harus memiliki peran yang
lebih dominan dalam koordinasi dengan instansi pemerintah
lainnya.
Evaluasi Kinerja yang Objektif: FORCASI meminta agar evaluasi
kinerja camat dilakukan secara objektif dan transparan.

3. Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat
kecamatan, FORCASI mengusulkan:

Peningkatan Inovasi: Camat diharapkan lebih aktif melakukan
inovasi dalam pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi
informasi.
Standar Pelayanan yang Lebih Baik: Perlu adanya peningkatan
standar pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan
layanan yang berkualitas.
Partisipasi Masyarakat: Camat harus lebih mendorong
keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Penataan Wilayah Kecamatan
FORCASI juga mengajukan usulan terkait dengan aspek penataan
wilayah kecamatan:

Pertimbangan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk: Penataan
kecamatan harus memperhatikan luas wilayah, jumlah
penduduk, dan kondisi geografis.
Kejelasan Batas Wilayah: Batas antar kecamatan harus
diperjelas untuk mencegah potensi konflik di masa depan.
Pemekaran Kecamatan yang Terencana: Pemekaran kecamatan
harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan
berbagai faktor administratif dan sosial.
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5. Isu-isu Strategis
Selain usulan di atas, FORCASI juga menyoroti beberapa isu
strategis yang membutuhkan perhatian lebih:

Perubahan Iklim: Pemerintah daerah dan pusat diharapkan
memberikan perhatian lebih pada dampak perubahan iklim di
tingkat kecamatan.
Pembangunan Berkelanjutan: Kecamatan harus mengadopsi
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan
implementasi program.
Penanganan Bencana: Pemerintah perlu meningkatkan
kesiapsiagaan terhadap bencana alam di tingkat lokal.

6. Peningkatan Kesejahteraan Camat dan Perangkat
Kecamatan
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, FORCASI
mengusulkan peningkatan kesejahteraan camat dan perangkat
kecamatan melalui:

Kenaikan Gaji dan Tunjangan: Agar lebih sesuai dengan beban
kerja dan tanggung jawab yang diemban.
Penyediaan Fasilitas Kerja: Seperti kendaraan dinas, komputer,
dan sarana lainnya yang mendukung kinerja.
Penyediaan Perumahan: Agar camat dan perangkat kecamatan
dapat bekerja dengan lebih nyaman.

7. Perlindungan Hukum bagi Camat
Dalam menjalankan tugasnya, camat sering berhadapan dengan
berbagai tantangan hukum. Oleh karena itu, FORCASI mengusulkan:

Kepastian Hukum yang Lebih Jelas: Mengenai tugas dan
wewenang camat untuk menghindari tumpang tindih dengan
instansi lain.
Bantuan Hukum: Camat harus mendapatkan pendampingan
hukum jika menghadapi permasalahan hukum dalam
menjalankan tugasnya.
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8. Pengembangan Karier Camat
Untuk meningkatkan profesionalisme camat, FORCASI mengajukan
usulan terkait pengembangan karier:

Sistem Promosi yang Jelas: Agar camat berprestasi
mendapatkan kesempatan mengembangkan kariernya.
Rotasi Jabatan yang Terencana: Agar camat mendapatkan
pengalaman di berbagai bidang.

9. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
Aparatur kecamatan perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan
teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka
dalam:

Pelatihan Teknis dan Manajerial: Meningkatkan keterampilan
dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Bimbingan Teknis dari Pemerintah Pusat dan Daerah: Agar
camat dan perangkatnya lebih memahami regulasi dan
kebijakan terbaru.

10. Penataan Organisasi Kecamatan
Struktur organisasi kecamatan perlu diperbaiki agar lebih efektif
dan efisien dengan:

Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Wilayah
Klarifikasi Tugas dan Fungsi Masing-masing Bidang

11. Peningkatan Kerjasama Antar Kecamatan
FORCASI juga mengusulkan agar antar kecamatan dapat menjalin
kerja sama dalam berbagai hal, seperti:

Pembentukan Forum Komunikasi: Sebagai wadah untuk
bertukar informasi dan pengalaman.
Kolaborasi dalam Program Pembangunan: Untuk meningkatkan
efektivitas program yang dijalankan.
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12. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan
Kecamatan
Agar kecamatan dapat mengikuti perkembangan zaman, FORCASI
mengusulkan:

Penerapan Sistem Informasi yang Terintegrasi: Untuk
pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.
Pelatihan Teknologi bagi Aparatur Kecamatan: Agar mereka
dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal.

13. Isu-isu Lain yang Perlu Diperhatikan
Terakhir, FORCASI juga menyoroti berbagai isu tambahan yang
memerlukan perhatian pemerintah:

Penanganan Konflik Sosial: Pemerintah pusat dan daerah perlu
lebih serius dalam menangani konflik sosial di tingkat lokal.
Pemberdayaan Masyarakat: Camat harus lebih aktif dalam
program pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan PAD di Kecamatan: Pemerintah daerah sebaiknya
memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk mengelola
sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Usulan-usulan ini diajukan oleh FORCASI dengan harapan agar
pemerintahan kecamatan semakin kuat dan mampu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan
dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan setiap kecamatan
dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi dalam
membangun daerahnya masing-masing.
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